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ABSTRAKSI

Pajak dan Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang
paling penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis sampai
sejauh mana kinerja Pajak Reklame dan Pajak Hiburan didalam
memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak
Daerah, dan dilihat juga dari laju pertumbuhan, Efisiensi, dan Efektifitas
untuk masing-masing Pajak tersebut pada tahun anggaran 1998/1999 sampai
dengan tahun 2002. Hasil analisis secara garis besar menunjukan Pajak
Reklame dan Pajak Hiburan kurang berperan didalam memberikan
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah. Tetapi
kalau dilihat dari laju pertumbuhan, Efisiensi dan Efektifitasnya Pajak
Reklame dan Pajak Hiburan sudah cukup baik.
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BAB1

PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya penurunan penerimaan negara disektor minyak bumi dan
gas (Migas), maka usaha peningkatan penerimaan dalam negeri dari sumber-
sumber diluar Migas semakin penting untuk mendukung kebutuhan dana
pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Untuk itu berbagai kebijaksanaan
dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan
diluar Migas harus terus dilakukan.

Pelaksanaan pembangunan dinegara kita masih terus dijaiankan diberbagai
sektor kehidupan, walaupun keadaan negara masih belum stabil. Dalam
perkembangannya Negara Republik Indonesia telah menghasilkan pembangunan
yang pesat dalam kehidupan Nasional baik pembangunan fisik maupun mental,
hal tersebut ditujukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung
tercapainya tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. Pelaksanaan
Pembangunan Nasional memerlukan dukungan pemerintah dan seluruh potensi
masyarakat serta diupayakan berjalan seimbang, selaras serasi serta saling
menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya.

Pemerintah terus menggali dana, baik dana yang berasal dari masyarakat
maupun  pemerintah  sendin  untuk pembiayaan pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahaannya. Salah satu usaha untuk membiayai

pembangunan adalah dengan penarikan pajak. Pajak merupakan sektor yang



potensial dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional. Karena pajak
dipungut langsung dari masyarakat sebagai wajib pajak. Pajak yang dipungut dari
rakyat dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal balik. Semakin banyak
masyarakat yang mau membayar pajak maka akan semakin tinggi pendapatan
nasional dari sektor pajak. Seberapa besar peran atau kontribusi pajak dalam
pendapatan negara, hal ini sangat tergantung dan dipengaruhi oleh sistem
anggaran dan keberadaan negara masing-masing. (Liberty Pandiangan, Vol 1:11).

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional
dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya
nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja
daerah untuk menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme.

Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat dalam mengatur
dan mengurus rumah tangga pemerintahannya. Pemerintah daerah berusaha
mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan
keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan
baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada
masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan
bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada kabupaten/kota yang nyata dan
bertanggung jawab merupakan angin segar yang harus kita sambut dengan positif.
Dzlam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab,

sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui



sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan
pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah bertitik tolak sampai sejauh mana
telah dilakukan kebijakan yang adil dalam pembagian sumber-sumber keuangan.
Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan
pembagian tuigas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah
pusat dan daerah, dengan cara mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan
penyelenggaraan pemerintahan yang transaparan, memperhatikan partisipasi
masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangi
kesenjangan antara daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung
jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang
berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dari keseluruhan aspek yang terkandung dalam hubungan keuangan antara
pusat dan daerah, ada tiga aspek yang menentukan terjadinya perimbangan
keuangan yang adil. Pertama, sejauh mana daerah diberi sumber-sumber keuangan
yang cukup terutama dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah
merupakan sumber pendapatan daerah yang paling penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk
memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab,
dengan titik berat pada DATI 11. Kedua, sejauh mana telah mendapatkan akses ke
pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak. Ketiga, sejauh mana daerah

telah mendapatkan subsidi yang adil dan efektif,



Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada
tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan
sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan Intensifikasi dan
Ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektifitas
pemungutan pajak yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus
diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya
memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya. Sesuai dengan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintab Pusat dan Daerah.(Undang-undang Otonomi Daerah 1999).

Sumber pendapatan daerah terdin atas:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

Hasil Pajak Daerah

- Hasil Retribusi Daerah

Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah



Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000, jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Jenis Pajak Propinsi, terdiri dari:
- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
- Bea Bahik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan
Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan

- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C

Pajak Perkir
Retribusi Daerah, terdin dari:
- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu
Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli

Daerah, maka salah satu pajak tersebut merupakan topik bahasan dalam penelitian



ini. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud mengangkat sebuah judul:
”KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN

ANGGARAN 1998/1999-2002.”

1.2. Rumusan Masalah

Karena pentingnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan
penerimaan dari sumber lain sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan
kabupaten/kota, maka pemungutan pajak daerah harus lebih efektif dan efisien.
Untuk itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut
1.Apakah pemungutan pajak Reklame dan Hiburan di Kodya Yogyakarta sudah

efektif dan efisien untuk meningkaikan Pendapatan Asli Daerah ? serta,

2. Bagaimana prospek penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan pada tahun-

tahun mendatang di Kotamadya DATI I Yogyakarta?

1.3. Batasan Masalah

Dengan melihat perumusan masalah tersebut diatas, penulis membatasi
pembahasan penulisan pada pemungutan pajak reklame dan hiburan. Dikarenakan
penulis keterbatasan kemampuan dan data yang ada maka penulis membatasi
datanya hanya pada periode tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 2002 di

Kotamadya DATI II Yogyakarta



1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perkembangan penerimaan pajak reklame dan hiburan
terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Efektifitas dan Efisiensi pemungutan pajak reklame dan hiburan.

3. Kontribusi pajak reklame dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah
dan Pajak Daerah dalam rangka otonomi daerah.

4. Untuk mengetahui prospek penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan

pada tahun-tahun yang akan datang di Kotamadya DATI Il Yogyakarta.

1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi Pemerintah Daerah (Instansi Terkait)
Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan membantu Pemerintah
Daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
yang potensial dan mampu memanfaatkannya secara efektif dan

efisien.

Y

Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan penerapan dan evaluasi terhadap teori yang
peroleh selama ini dibangku kuliah pada kondisi yang nyata
khususnya masalah Pendapatan Asli Daerah, dan sebagai syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Universitas

Islam Indonesia Yogyakarta.



3. Bagi Pihak Lain
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
acuan bagi pihak lain yang ingin membahas lebih lanjut dalam

masalah yang sama.

1.6. Metodelogi Penelitian
1.6.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah reklame-reklame dan tempat-tempat hiburan yang
ada di Kodya Yogyakarta, yang terdaftar dalam laporan rekapitulasi keuangan
pemerintah daerah dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran

2002.

1.6.2. Data dan Sumber Data
Data yang diperlukan dalara penelitian ini adalah data sckunder yang
berupa:
1. Rekapitulasi, target dan realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya
Pajak Reklame dan Hiburan tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan
tahun 2002.
2. Berbagai literatur buku mengenai pajak, keuangan daerah, serta Undang-

undang dan peraturan daerah yang berhubungan dengan perpajakan.



1.6.3. Metode Pengumpulan Data
Metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk dapat memahami obyek
dani ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pemilihan metode yang tepat dapat
memberikan peluang besar dalam penemuan kebenaran yang obyektif. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Penelitian lapangan
Cara memperoleh data sekunder dengan terjun langsung ke Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah
(KPPD).
2. Penelitian kepustakaan
Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku atau literatur-
literatur mengenai perpajakan, khususnya pajak daerah sebagai landasan

teor1 dalam penulisan ini.

1.6.4 Metode Analisis Data

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian, maka sebelum
menganalisis lebih lanjut mengenai Laju Pertumbuhan, Kontribusi, Efisiensi dan
Efektifitas Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kodya Yogyakarta, maka
pembahasan bentuk formula dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame dan Hiburan

Untuk menghitung laju pertumbuhan penerimaan baik Pajak Reklame

maupun Hiburan digunakan rumus sebagai berikut (Abdul Halim, 2001:155):
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Keterangan:

Gx = Laju Pertumbuhan Pajak Reklame dan Hiburan

Xt = Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Hiburan Pada Tahun Tertentu
Xt—1=Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Hiburan Pada Tahun

Sebelumnya

2. Kontribusi Pajak Reklame dan Hiburan

Untuk menghitung kontribusi Pajak Reklame dan Hiburan terhadap
Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah digunakan rumus sebagai berikut
(Abdul Halim, 2001:155):

Kontribusi = RealisasiPenerimaanPR & PH <100%

RealisasiPenerimaanPAD & PD

3. Efisiensi
Untuk menghitung efisiensi pengelolaan Pajak Reklame dan Hiburan
dapat dirumuskan sebagai berikut (Abdul Halim, 2001:156):

BiayaPengelolaanPR & PH
RealisasiPenerimaanPR & PH

EfisiensiPR& PH = x 100%

Dikatakan efisien apabila tingkat efisiensinya < 40%.

4. Efektifitas
Menghitung efektifitas dilihat dari perbandingan antara realisasi dan target
penerimaan Pajak Reklame dan Hiburan menurut Arief Suadi (1995:7) dapat

dirumuskan sebagai berikut:
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Efektifitas = RealisasiPenerimaanPR & PH < 100%
Target

Dikatakan efektif apabila tingkat efektifitasnya > 100%.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima (5) Bab. Adapun

perincian dari masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

BAB 1

BAB1I

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penclitian, manfaat penelitian,metodelogi
penelitian dan sistematika penulisan.

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah,
pengertian pajak, pajak daerah, pajak reklame, pajak hiburan,
efisiensi dan efektifitas pajak.

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA
YOGYAKARTA

Bab ini bensi tentang keadaan Kantor Pelayanan Pajak Daerah
Kota Yogyakarta dalam hubungannya dengan efisiensi dan
efektifitas Pajak Reklame dan Hiburan.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penulis memaparkan hasil analisis dan pembahasan tentang apa
dan sejauh mana tingkat pertumbuhan, kontribusi, efisiensi dan

efektifitas pengelolaan pemung’ tan Pajak Reklame dan Hiburan di



BAB V
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Kodya Yogyakarta dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan
Pajak Daerah dengan menggunakan alat analisis berupa rumus-
rumus antara lain rumus laju pertumbuhan Pajak Rekiame dan
Hiburan, kontribusi Pajak Reklame dan Hiburan terhadap
Pendapatan Asli Daerah dan Pajak daerah, Efisiensi dan
Efektifitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis mengungkapkan kesimpulan yang didasarkan pada analisis
dan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan ini mengacu kepada
tujuan penulisan skripsi ini dan kemudian dirumuskan beberapa
saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan bagi

Pemerintah Daerah kota Yogyakarta.



BABII

LANDASAN TEORI

2.1. Otonomi Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas
Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi
Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan
bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk
dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan demikian, Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang
kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang
luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam
ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Rangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut diatas,
penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secra proporsional yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya

Daerah. Disamping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan

13
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dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan
keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan dari
Otonomi Daerah pada dasarnya adalah sama yaitu Otonomi Daerah diarahkan
untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan
kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran-serta aktiv masyarakat
serta peningkatan pendayagunaan potensi Daerah secara optimal dan terpadu secra
nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga beban pemerintah pusat dan
campur tangan didaerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat
lokal.

Nyata berarti pemberian Otonomi pada Daerah didasarkan pada faktor-
faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin
daerah yang bersangkutan dapat menurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan
dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan
bertanggung jawab adalah pemberian Otonomi yang diupayakan untuk
memperlancar pembangunan dipelosok tanah air. Uraian diatas merupakan tujuan
idel dari Otonomi Daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari
kesiapan masing-masing Daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau
potensi Daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan

berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya Pemerintahan Daerah.
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2.2. Pendapatan Asli Daerah
2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan untuk meningkatkan
pembangunan daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Dalam melakukan
pembangunan daerah diperlukan sumber-sumber dana yang pendapatannya untuk
membiayai kelangsungan hidup daerah dalam rangka menyelenggarakan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Jadi pengertian
Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-
usaha daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya

untuk membiayai pembangunan daerah.

2.2.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Dacrah
Menurut pasal 79 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pokok-
pokok pemerintahan, bahwa Undang-undang tersebut menjelaskan sumber
Pendapatan Asli Daerah yang dikelompokan menjadi empat yaitu: (Rochmat
Soemitro: 1983, Hal 461)
1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri, yang terdiri dari:
a) Hasil Pajak Daerah
Adalah pungutan daerah yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri sebagai
badan hukum publik tanpa memberikan prestasi kembali yang langsung

ditunjuk.



b)

d)
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Retribusi Daerah
Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian jasa usaha atau
milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang

diberikan daerah.

Hasil Perusahaan Daerah

Adalah penerimaan yang berasal darmi Perusahaan Milik Pemerintah
Daerah dengan prinsip pengelolaan berdasarkan ekonomi perusahaan
tanpa meninggalkan asas publik dan sebagian keuntungan-keuntungan

wajib disetor kekas daerah.

Penerimaan Dan Dinas
Penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan
dari pajak daerah dan retribusi daerah, misalnya pendapatan yang berasal

dari dinas kesehatan, dinas pertanian, dan perikanan serta lain-lain.

Penerimaan Lain-lain

Penerimaan yang merupakan hasil dari usaha-usaha daerah selain tersebut
diatas, seperti penerimaan dari persewaan tanah, rumah, gedung,
kendaraan milik pemerintah daerah, menerima cicilan kendaraan roda

empat.
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2. Dana Perimbangan
Dana pertmbangan terdiri dari:
a. Bagian daecrah dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber
Daya Alam.
b. Dana Alokasi Umum

¢. Dana Alokasi Khusus

3. Pinjaman Daerah

a. Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri
atau luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan
persetuinan DPRD.

b. Pinjaman dan dalam negeri diberitahukan kepada pemerintah dan
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Pimjaman dan sumber pinjaman yang berasal dart luar negeri, harus
mendapatkan persetujuan pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Mengenai pendapatan lain-lain yang sah dapat ditegaskan bahwa yang
termasuk  golongan ini adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber

lain.
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2.3. Pengertian Pajak

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara dan setiap orang
yang hidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak, oleh
karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara
tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus
mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai
asas-asasnya, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku di negaranya, tata cara
pembayaran pajak serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian
atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai
definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama.

a Menurut Prof. Dr. Rechmat Soemitro, SH.

Pajak adalah “Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas negara

untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk

“public saving” yang merupakan surber utama untuk membiayai public

investment”.

b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah “luran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi

barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”
¢. Menurut Prof. S. 1. Djajadiningrat
Pajak adalah “suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan

kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang



19

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,
tetapt tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk

memelihara kesejahteraan umum”

2.3.1. Fungsi Pajak

Dapat dikatakan bahwa pembangunan tidak terlepas dari pajak, karena
hasil yang diperoleh pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan
pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyat
fungsi dalam pembangunan yaitu: (Suparmoko, 1987, 66)
a. Fungsi Budgetary

Didalam fungsinya sebagai budgetary, pajak dipergunakan sebagai alat
untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah, terutama

kegiatan-kegratan rutin.

b. Fungsi Regulatory
Yaitu untuk mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi

yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

c. Fungsi Sosial
Dalam fungsi ini hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan bahwa

pemungutan pajak besarnya harus disesuaikan dengan kekuatanseseorang untuk
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dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan
yang mutlak untuk kebutuhan primer. Fungsi ini merupakan bagian dari fungsi-
fungsi lainnya. Dimana cara pemungutan pajak kepada masyarakat dilandasi
dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 terutama rasa
keadilannya. Dengan demikian sistem atau cara pemungutan pajak kepada
masyarakat wajib pajak harus melihat beberapa unsur subyektif yang ada bagi
wajib pajak yaitu:
1. Keharusan memberi kebebasan dari wajib pajak atas pendapatan untuk
kehidupan minimum.
2 Keharusan memperhatikan fungsi-fungsi perorangan dari keadaan-keadaan
yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan, seperti susunan dan

keadaan keluargz, kesehatan dan sebagainya.

Jadi secara umum unsur-unsur subyektif tersebut diatas merupakan segala
kebutuhan, terutama material dan juga moral spiritual, makin banyak kebutuhan
yang harus dipenuhi, maka kecil kekuatan seseorang untuk membayar pajak.

Funge! sosial merupakan bagian dari fungsi mengatur, dalam arti fungsi ini
juga harus mengatur masalah-masalah yang ada hubungannya dengan
kebijaksanaan perpajakan kepada masyarakat, cara pengenaan tarif pajak yang
harus sesuai dengan kekuatan masyarakat wajib pajak. Jangan sampai dalam
penarikannya memberatkan masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk
membayar pajak. Dalam hal lain juga pelayanan kepada masyarakat dipermudah

prosedurnya tidak dipersulit.



21

2.3.2. Syarat Pemungutan Pajak

a. Syarat Keadilan

Tujuan dari setiap hukum adalah membuat adanya keadilan, demikian pula
dalam hukum pajakpun mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum-
hukum yang lain yaitu membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan
pajak, baik adil dalam perundang-undangannya maupun adil dalam
pelaksanaannya. Keadilan dalam pelaksanaan antara lain diwujudkan adanya
hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran
dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dan lembaga
peradilan lainnya. Walaupun keadilan itu sangat relatif, namun salah satu jalan
yang harus ditempuh dalam mencari keadilan adalah mengusahakan agar
pemungutan pajak diselenggarakan secara umur dan merata. Arti dari "umum
dan merata” yaitu bahwa pemungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian
rupa, schingga dapat diperolch tekanan yang sama atas seluruh rakyat. Dengan
demikian pajak harus mengabdi pada keadilan, dan keadilan inilah yang
dinamakan asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum atau syarat

keadilan.

b. Syarat Yundis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk
menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.
Bagi negara-negara hukum, maka segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan

dalam undang-undang termasuk pemungutan pajak. Pemungutan pajak di
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Indonesia diatur juga dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 23
ayat 2 yang menyatakan bahwa : “pengenaan dan pemungutan pajak
(termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi
berdasarkan Undang-undang” (pemungutan pajak yang harus memperoleh
persetujuan dari rakyatnya melalui DPR). Disamping itu dalam menyusun
Undang-undangnya pun harus diusahakan oleh pembuat Undang-undang

untuk tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak.

c. Syarat Ekonomis

Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena
adanya pemungutan pajak, bahwa harus tetap dipupuk olehnya, sesuai dengan
fungsi kedua dari pcmungutan pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh karena itu
kebijaksanaan pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat
lancarnya perekonomian, baik dalam bidang produksi, maupun perdagangan
dan jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalang-halangi

usaha rakyatnya menuju kebahagiaan.

d. Syarat Finansiil

Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian
dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsi yang pertama dari
pemungutan pajak yaitu sebagai sumber keuangan negara (fungsi budgetair).
Oleh karena itu untuk melaksanakan pemungutan pajak hendaknya dapat

mencegah inflasi. Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk



23

memudahkan wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya
maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah
dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan

pajak yang sulit sehingga dapat menimbulkan efisiensi.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan
warga masyarakat untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka
narus diterapkan sistem pajak yang sederhana yang mudah dilaksanakan
sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit.
Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2.3.3. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga (3) stelsel yaitu
1. Stelsel Nyata

Dalam stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau
penghasilan yang sesungguhnya atau yang nyata-nyata ada atau yang
diperoleh dari wajib pajak. Dengan demikian pajak baru dapat dipungut
setelah akhir tahun yaitu setelah diketahui penghasilan sesungguhnya

diperoleh.
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2. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan, dan anggapan tersebut
tergantung dari buny1 Undang-undangnya. Adakalanya penghasilan satu tahun
dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pada
permulaan tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang

untuk tahun pajak yang sedang berjalan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel int merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Pada stelsel int pengenaan pajak dilakukan pada awal dan akhir tahun. Pada
awal tahun pajak dipungut berdasarkan suatu anggapan sedangkan pada akhir
tahun dipungut berdasarkan suatu kenyataan. Bila pajak menurut kenyataan
lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus

menambah, sebaliknya kalau lebih kecil kelebihannya skan dikembalikan,

2.3.4. Sistem Pemungutan Pajak
Pada dasarmya ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang dapat
digunakan, yaitu: (Medul Short Course Perpajakan,2002)
a. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-

cirinya:
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e Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada
wajib pajak sendirt

s Wajib pajak aktif, mulai menghitung, dan melapor sendiri pajak yang
terutang

¢ Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

b. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besamya pajak yang terutang
oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
e Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus
» Wajib pajak bersifat pasif

¢ Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh pemerintah.

d. With Holding System
Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk
menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh seseorang berada pada pihak
ketiga (bukan oleh fiskus dan bukan oleh wajib pajak). Ciri-cirinya adalah
wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga,

selain fiskus dan wajib pajak.

2.3.5. Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya : (Modul Short Course Perpajakan, 2002) :



a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang
lain.Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan,
Pajak Perseroan.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan, Pajak Cukai, Bea Masuk, Bea

Materai.

2. Menurut Sifatnya :

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada objek atau
berdasarkén pada subjeknya dalam arti mempcrhatikan kedaan diri
wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.(Modul Short Course

Perpajakan)

3. Menurut Lembaga Pemungutnya :
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi
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dan Bangunan, Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak Tanah dan

Bangunan.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Terdiri
dar:

* Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor).

* Pajak Daerah Tingkat II (Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame,
Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air

Bawah Tanah dan Air Permukaan)

2.4. Pajak Reklame
2.4.1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame
adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak
ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk
menarik perhatiaan umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan
atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum,
kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Kesit Bambang Prakosa, UIl Press,

2003)
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2.4.2. Subjek dan Objek Pajak Reklame
2.4.2.1 Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai
pajak daerah. Berkaitan dengan pajak reklame maka yang dimaksud dengan
subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
atau melakukan pemesanan reklame. Adapun yang dimaksud dengan wajib pajak
daerah menurut Undang-undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau
badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk
pemungut atau pemotong pajak tertentu. Namun menurut PP No. 65 Tahun 2001
tentang pajak daerah yang dimaksudkan sebagai wajib pajak reklame adalah orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2.4.2.2. Objek Pajak Reklame
Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Tidak
termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:
1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan,warta bulanan, dan sejenisnya.
2. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.
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2.4.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame
2.4.3.1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa
reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka
waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa
reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan nilai sewa

reklame ditetapkan dengan keputuisan Kepala Daerah.

2.4.3.2. Tarif Pajak Reklame
Tarif pajak reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh [ima persen) dari

Nilai Sewa Reklame dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

2.4.4. Pembayaran Pajak Reklame Terutang

Pajak rcklame yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat reklame
tersebut diselenggarakan. Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak reklame setinggi-tingginya sebesar 25%

dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.

2.4.5. Petunjuk Pelaksapaan Peraturan Daerah Berdasarkan Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9
Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame

2.4.5.1. Tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

adalah sebagai berikut:
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1. Wajib pajak setelah menerima formulir SPTPD beserta tanda terimanya
harus mengist dengan benar sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang

telah tersedia.

o

Setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak, dikembalikan ke KPPD:

a. Untuk jenis reklame yang insidental, SPTPD harus dikembalikan
secara langsung pada saat itu juga.

b. Untuk jenis reklame yang permanen, SPTPD harus dikembalikan
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima SPTPD.

3. SPTPD yang tidak diserahkan dalam waktu yang telah dijelaskan diatas

dan telah diberi surat peringatan/surat teguran, maka akan dikenakan

penetapan secara jabatan dan dikenakan sangsi suseai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

2.4.5.2. Tata cara pembayaran angsuran dan atau penundaan atas ketetapan
pajak:

1. Wajib pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan atau penundaan
pembayaran secara tertulis kepada kepala daerah.

2. Mengisi surat perjanjian angsuran dan ataw penundaan pembayaran yang
telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan ditanda tangani oleh
wajib pajak yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Kepala
Dinas Pendapatan Daerah.

3. Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya

sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan
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atau penundaan maka akan dikenakan tindakan hukum sesuvai dengan

ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan surat

paksa.

2.4.5.3. Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan:
1. Diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau
dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo.
2. Menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan.
3. Menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan
atau ditunda pembayarannya.
Pembayaran angsuran dan atau penundaan seperti yang telah dijelaskan diatas

tidak berlaku bagi jenis reklame yang bersifat insidental.

2.4.5.4. Tatz cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak adalah sebagai berikut:

I. Wajib pajak mengajukan surat permohonan permintaan pengurangan,
keninganan dan pembebasan atas besarnya jumlah pajak yang tertera dalam

SKPD kepala Kepala Daerah.
2. Setelah menerima permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak dari wajib pajak, petugas perimbangan keberatan
mengadakan penilaian ulang kepada wajib pajak dan melaporkan hasilnya

kepada Kepala Daerah.
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3. Kepala Daerah setelah menerima laporan hasil penelitian kembali
mempertimbangkan apakah permohonan permintaan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak dapat diterima atau ditolak.

4. Surat keputusan menolak atau menerima atas permohonan permintaan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditanda tangani oleh
Kepala Daerah.

5. Surat keputusan sebagaimana tersebut diatas diserahkan kepada wajib

pajak dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

2.5. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak pajak atas penyelenggaran hiburan. Hiburan
adalah semua jenis pertunjukan, permainnan, permainan ketangkasan, dan\atau
keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh
setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk

berolah raga.(Kesit Bambang Prakosa, UII Press, 2003)

2.5.1. Subjek dan Objek Pajak Hiburan
2.5.1.1. Subjek Pajak Hiburan

Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai
pajak daerah. Berkaitan dengan pajak hiburan maka yang dimaksud subjek pajak
hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan\atau menikmati
liburan. Adapun yang dimaksud dengan wajib pajak daerah menurut Undang-

undang No.28 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
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undang No. 34 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong
pajak tertentu. Namun menurut PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yang
dimaksudkan sebagai wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan hiburan.

2.5.1.2. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelengaraan hiburan dengan dipungut
bayaran. Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaran hiburan yang
tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselemnggaraakan dalam rangka

pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

2.5.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan
2.5.2.1 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan
Dasar pengenaan pajak miburan adalah jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmatt hiburan.

2.5.2.2. Tarif Pajak Hiburan
Tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



2.5.3. Pembayaran Pajak Hiburan Terhutang
Pajak hiburan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat hiburan

diselenggarakan. Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung denga cara

mengalikan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% dengan dasar pengenaan
pajak, yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusbya dibayar untuk menonton
dan/atau menikmati hiburan.

2.5.4. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7
Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan

2.5.4.1. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.7 tahun 2000

besarnya tarip pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a. Untuk pertunjukan film:

e Golongan All utama sebesar 24%.

* Golongan All sebesar 22%.

¢ Golongan Al sebesar 20%

¢ Golongan BII sebesar 17%

¢ Golongan BI sebesar 15%

e Golongan C sebesar 12%

¢ Golongan D sebesar 9%

e Jenis keliling sebesar 6%
b. Pertunjukan kesenian sebesar 15%.
c. Diskotek dan sejenisnya sebesar 35%.

d. Karaoke sebesar 30%.
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e. Permainan ketangkasan dan permainan elektronik sebesar 15%.

f. Penyelenggaraan olah raga sebesar 15%.

g. Permainan billyard sebesar 15%.

h.Persewaan video cassete dan sejenisnya termasuk alat pemutarnya sebesar
30%.

1. Taman rekreasi dan sejenisnya sebesar 15%.

J. Pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15%.

2.5.4.2. Tata cara pembayaran

1. Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

o

. Apabila wajib pajak tidak mampu untuk membayar sekaligus atau lunas,
Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setrelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dijelaskan diatas harus dilakukan

(V5]

secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2%

sebulan dihitung dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

oS

. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang teiah ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga
sebesar 25% sebulan dihitung dari jumlah pajak vang belum atau kurang

dibayar.
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Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata
cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dijelaskan diatas

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

2.5.4.3. Tata Cara Penagihan Pajak

1.

to

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal diterimanya surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi
pajak yang terutang.
Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh
pejabat.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran jumlah pajak
yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
Pejabat menerbitkan surat paksa setelah fewat 21 hari sejak tanggal
diterimanya surat teguran .
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali
24 jam sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan surat paksa, pejabat

segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
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2.6. Efektivitas dan Efisiensi
Perhitungan pajak pada dasamnya digunakan untuk mengetahui apakah
pemungutan pajak sudah efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dibedakan

pengertian antara efektivitas dan efisiensi.

2.6.1. Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan
suatu pajak dari potensi hasil pajak dengan anggapan semua wajib pajak
membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terutang masing-
masing.

Pada umumnya hasil efektivitas yang dihitung berdasarkan potensi adalah
terlaiu kecil karena adanya potensi yang besar tetapi faktor-faktor yang
mendukung tercapainya realisasi masih kurang, seperti kurangnya pengetahuan
masyarakat dan kesadaran masyarakat, rendahnya keterampilan aparat, kurangnya
sangsi pelanggaran yang tegas. Dilihat Jari efisiensi dan efektifitas, maka pajak
reklame dan pajak hiburan dikatan efektif dan efisien apabila sumber pendapatan
ini masih dapat dipertahankan atau dengan kata lain bahwa sumbangan dari
penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah
maupun Pajak Daerah cukup besar. Dasar penilaian efektivitas apabila tingkat 100

persen adalah efektif dan jika diatas 100 persen adalah sangat efektif,
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2.6.2. Efisiensi

Efisiensi biaya atau pengeluaran dapat diartikan sebagai efisiensi yang
ukuran masuknya sudah tertentu yaitu biaya atau pengeluaran efisiensi
dimaksudkan untuk menunjukan tingkat pemanfaatan suatu biaya atau
pengeluaran dan juga merupakan informasi yang sangat diperlukan dalam
menghendaki bahwa untuk sejumlah pengeluaran tertentu diperoleh manfaat atau
hasil (keluaran) yang sebesar-besarnya atau sejumlah manfaat tertentu
dikorbankan sedikit mungkin pengeluaran. Dasar penilaian efisiensi adalah
apabila tingkat efisiensi dibawah 100 persen adalah efisien dan diatas 100 persen
adalah tidak efisien. Semakin kecil nilai efisiensi maka semakin tinggi tingkat

efisiensinya.



BAB III
GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA

YOGYAKARTA

3.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta
3.1.1. Dasar Hukam Pembentukan Organisasi

Secara dejure Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta ada sejak
tanggal 22 Desember 2000, hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah yang disyahkan pada tanggal 22
Desember 2000. Namun secara defacto Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota
Yogyakarta ada pada tanggal 1 Mei 2000, karena dalam kenyataannya baru ada
pada tanggal tersebut. Perubahan itu terjadi karena di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta telah terjadi perubahan kelembagaan, termasuk di dalamnya nama
Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta yang diubah menjadi Kantor
Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.

Dengan demikian dasar hukum pembentukan Kantor Pelayanan Pajak
Daerah Kota Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 39
Tahun 2000 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Pelayanan Pajak Daerah.

39
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Secara historis dapat diuraikan secara kronologis nama organisasi

kelembagaan sebelum menjadi Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta

beserta dasar hukum pembentukannya adalah sebagai berikut:

1.

Kantor Penghasilan, dasar hukum pembentukannya adalah Peraturan
Daerah Kota Praja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965.

Dinas Penghasilan, dasar pembentukannya adalah keputusan Walikota
Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 97/KD/1967.

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta,
dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1982.
Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta,
dasar hukum pembentukannya adalah Peraturan Daerah No. 10 Tahun
1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Kotamadya Daerah Kota Yogyakarta.

Kantor  Pelayanan Pajak Daerah Kotz  Yogyakarta, dasar
pembentukannya adalah Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2000 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan

Pajak Daerah.



3.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Adapun tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah
melaksanakan penyelenggaraan atas pelayanan Pajak Daerah, sedangkan Fungsi dari
Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah merumuskan dan merencanakan kebijakan di
bidang perpajakan daerah, melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberian dan

pembatalan 1jin dan pemungutan pajak daerah serta mengawasi dan mengendalikan

pengelolaan Pajak Daerah.

3.1.3 Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Gambar 3.1

DRA. RR. TITIK SULASTRI

KEPALA KANTOR

KELOMPOK JABATAN DRA. RATNA YUNI UTARI
FUNGSIONAL SURB BAGIAN TATA 1ISAHA
ARDJANI DRS. WISNLT BUDI 1. M,Si TUT1 ARIANI S.H MURNININGSIH
KA SEKSI KA SEKSI PENETAPAN KA. SEKSI KA. SEKSI
PENDAFTARAN DAN PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN DAN
PENDATAAN KEBERATAN PELAPORAN
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3.1.4 Tugas dan Wewenang

Ada beberapa bagian dari susunan Organisasi yang mempunyai tugas dan

wewenang, yaitu :

3.14.1.1

3.1.412

31413

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan
segala kegiatan dibidang umum dan rumah tangga, administrasi
kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan, penyusunan
perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Kantor.

Sekst Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak,
membina wajib pajak dan membantu pendataan obyek dan subyek Pajak
Bumi dan Bangunan, pengembangan dan penggalian objek pajak serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olch Kepala Kantor.

Seksi penetapan, mempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak,
penghitungan pajak, proses pendistribusian ketetapan pajak, pemrosesan
surat permohanan angsuran dari wajib pajak atas penetapan paiak,
penyusunan daftar induk wajib pajak penerbitan Surat keputusan
Penetapan Pajak, membantu penatausahaan serta melaksanakan tugas lain

yang diberikan Kepala Kantor.
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3.14.15

3.14.1.6
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Seksi Penagihan dan Keberatan, mempunyai tugas melaksanakan
penagihan pajak, pencatatan pajak dan penyelesaian pengajuan keberatan

serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor.

Seksi Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan
pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan/tunggakan pajak daerah
dan mengadministrasikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
penyelenggaraan  administrasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,
penyelenggaraan administrasi seksi Penagihan dan Pembukuan serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3.1.5. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kantor Pelayanan Pajak Daerah mempunyai Visi yaitu menjadi Inovator dan

Motivator dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, sedangkan Misi yang akan

dijalankan adalah mewujudkan kualitas manajemen Kantor Pelayanan Pajak Daerah,

mewujudkan kebijakan teknis pemungutan Pajak Daerah, mewujudkan pelayanan

prima pada perijinan reklame dan pembayaran serta meningkatkan pengawasan dan

pemertksaan terhadap pembukuan wayjib pajak.
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3.1.6. Sumber Daya Manusia
Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Jogjakarta mempunyai beberapa
karyawan, dimana terdapat berbagai jenjang pendidikan yang berbeda. Jenjang
pendidikan dapat dilihat dalam tabel 3.1.
Tabel 3.1

Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia
Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta

; No. Pendidikan Jumlah
% 1. Sarjana 9
| 2. Sarjana Muda 7

3. SMU/SMK 68

4. SMP 13
.5, SD 3
| Jumlah 100

‘Sumber : KPPD dan BPKD Kota i'ogyakarta

3.2 Indikator Kinerja atau Tolak Ukur Untuk Menilai Kinerja Kantor
Pelayanan Pajak Daerah

Indikator  Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambaikan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan

memperhitungkan elemen indikator yang terdin atas:
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Indikator Masukan (Input)

Indikator i mengukur jumiah sumber daya seperti anggaran (dana),
sumber daya manusia, peralatan, material, dan masukan lain, yang
dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi
sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber

daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategik yang ditetapkan.

Indikator Proses (Process)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik
dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan
kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah
tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi
berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfatan sejumlah input.
Sedangkan ekonomis yang dimaksudkan adalah bahwa pelaksanaan
kegiatan tersebut secara lebih murah dibandingkan dengan standar biaya

atau waktu yang telah ditentukan untuk itu.

Indikator Keluaran (Qutput)

Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengatur keluaran
yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran,
instansi dapat menganalisis apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan

rencana. Indikator kelvaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan

suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang
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terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran

harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Indikator Hasil (Outcome)

Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator
keluaran. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar ourput.
Walaupun produk telah behasil dicapai dengan baik, belum tentu secara
outcome kegiatan tesebut telah tercapai. Qutcome menggambarkan tingkat
pencapaian aias hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan
banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat
mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output
memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan

kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

. Indikator Manfaat (Benefits)

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari
indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu
kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Indikator manfaat menunjukan hal yang diharapkan untuk dicapai bila
keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi

dan waktu).
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Peranan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Dalam Memungut Pajak

reklame dan Pajak Hiburan

Peranan dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah didalam melakukan pemungutan

Pajak reklame dan Pajak Hiburan adalah:

3.4.

. Melaksanakan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan Pajak

Reklame dan Pajak Hiburan ke kas daerah baik terhadap jumlah penerimaan

yang baru.

. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pemungutan Pajak

Reklame dan Pajak Hiburan.

. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pemungutan

penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan berdasarkan ketentuan dari

pemerintah pusat maupun oleh Pemerintah Daerzh.

. Mengevaluasi segala usaha dan kegiatan untuk pelaksanaan tugas pokok dan

pengawasan tekmis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam

perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan Daerah

Struktur keuangan daerah kabupaten atau kota terdiri dari bagian sisa lebih

perhitungan tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak,
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sumbangan dan bantuan serta penerimaan pembangunan. Untuk melihat kemampuan
atau tingkat kemandirian keuangan daerah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dapat digambarkan dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan

sumber keuangan daerah yang dikelola dan dipungut oleh daerah sendiri.

Tabel 3.2
Sumber Penerimaan Keuangan Daerah
Kotamadya DATI II Yogyakarta
Tahun 1998-2002
(dalam jutaan rupiah)
Sumiber 1998 1999 2000 2001 2002
Keuangan Rp % Rp % Rp % Rp Yo Rp %
1. Sisa lbh th 2.998.387 4,20 7.043.394 7,22 22.014.333 20,96 19.183.584 21,23 35.596.367 11,77
lalu
2. PAD 19.972866 | 27,99 | 24.79%0.129 | 2542 | 22452953 | 2147 | 40349219 | 4465 | 56.391.375 | 18.64
3. Bagi Hsl 8.680.146 | 12,16 | 10.574.500 | 10,84 | 12290939 | 11,70 | 1.741.973 192 | 25094252 | 830
Pajak dan
Bukan Pajak
4.Sumbangan, | 39719362 | 5562 | 55.113.294 | 56.51 | 48.258.190 | 4595 | 29.080.597 | 32.18 | 162874512 | 53.84
Kantuan dan
p:injaman
5. Penerimaan - - 22.540.342 7,45
Pembangunan
Jumlah 71.370.761 100 | 97521317 | 100 | 105016415 | 100 | 90.355.373 100 | 302.496.848 | 100

Sumbei: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari total penerimaan pembangunan tahun 2002 hanya 7,.45%, pendapatan

yang berasal dari PAD, tahun 1998 hanya 27,99%, tahun 1999 PAD hanya 25,42%,
tahun 2000 PAD hanya 21,47%, tahun 2002 PAD hanya 18,64%.tetapi pada tahun
2001 PAD sebesar 44,65%. Dana dari bagi hasil pajak dan bukan pajak pada tahun
1998 sebesar 12,16%, tahun 1999 sebesar 10,84%, tahun 2000 sebesar 11,70%,, tahun
2001 sebesar 1,92%, tahun 2002 sebesar 8,30%. Sedangkan dana sumbangan,
bantuan dan pinjaman tahun 1998 sebesar 55,62%, tahun 1999 sebesar 56,51%, tahun

2000 sebesar 45,95%, tahun 2001 sebesar 32,18%, dan tahun 2002 sebesar 53,84%.
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Berdasarkan tabel 3.2 sumber keuangan daerah “sangat tergantung” dari
pembenan pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah Propinsi (APBD) dalam bentuk
sumbangan, bantuan dan pinjaman serta dari PAD, sedangkan kemampuan keuangan
daerah sangatlah rendah dan terbatas yaitu sebesar 27,99% pada tahun 1998, tahun
1999 sebesar 25,42%, tahun 2000 sebesar 21,47%, serta tahun 2002 sebesar 18,64%
walaupun pada tahun 2001 meningkat menjadi 44,65% tetapi pada tahun 2002

mengalami penurunan kembali dari total penerimaan pada tahun 2002.



BABIV

ANALISIS DATA

4.1. Deskripsi Data

Data yang diperlukan adalah data tentang Laporan Keuangan Pemerintah
Dacrah Kota Yogyakarta Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data time series yang merupakan data tahunan yang dimulai dari tahun
1998/1999 sampai dengan tahun 2002. Data-data tersebut berisi tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Target dan Realisasinya, terutama yang berkaitan
dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah. Dengan data tersebut kita
dapat -melihat dari sektor apa saja pendapatan daerah yang diperoleh oleh
pemerintah kota Yogyakarta, sektor mana yang memberikan pendapatan terbesar

bagi peningkatan pendapatan daerah. Data-data tersebut adalah sebagai berikut: |

Tabel 4.1
Target dan Realisasi PAD
Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002
Tahun anggaran Target Realisasi
1998/1999 18.931.756.418 19.972.865.793
1999/2000 23.349.603.553 24.790.128.183
2000 20.657.046.215 22.452.952.250
2001 33.125.458.598 40.349.219.607
2002 49.685.313.410 56.391.374.292

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta

50
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Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002
Tahun anggaran Target Realisasi
1998/1999 9.309.972.321 10.266.547.924.
1999/2000 12.111.987.785 13.688.831.229
2000 10.491.607.385 12.025.309.377
2001 17.814.447.519 22.886.374.632
2002 27.107.396.233 30.517.591.845

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta

Tabel 4.3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002
Tahun anggaran Target Realisasi
1998/1999 212.164.200 114.024.415
1999/2000 406.124.700 217.167.000
2000 371.443.700 407.782.806
2001 496.248.300 861.434.385
2002 1.713.542.785 1.805.235.199

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta
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Tabel 4.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002
Tahun anggaran Target Realisasi

1998/1999 1.140.959.646 1.216.124.888
1999/2000 784.831.485 938.657.807

2000 670.405.585 779.270.870

2001 1.081.492.719 1.275.803.369

2002 1.577.203.448 1.674.582.496

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta

4.2 Pembahasan
4.2.1. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan

Pajak reklame dan pajak hiburan merupakan salah satu andalan
pendapatan daerah dikota Yogyakarta. Hal ini disebabkan dari banyaknya
reklame-reklame baik reklame yang sifatnya permanen maupun insidental, begitu
pula dengan berjamurnya tempat-tempat hiburan di kota Yogyakarta. Agar
penerimaan daerah dari pajak reklame dan pajak hiburan setiap tahunnya dapat
meningkat, maka pemerintah harus selalu berusaha menggali sumber-sumber yang
dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan.

Untuk melihat seberapa besar tingkat pertumbuhan pajak reklame dan
pajak hiburan pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 dapat

kita lihat pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 dibawah in.
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Tabel 4.5
Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002
Tingkat
Tahun Anggaran Target Realisasi Pertumbuhan
(%)
1998/1999 212.164.200 114.024.415 -
1999/2000 406.124.700 217.167.000 90,45
2000 371.443.700 407.782.806 87,77
2001 496.248.300 861.434.385 111,24
2002 1.713.542.785 1.805.235.199 109,56

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dan tabel 4.5 diatas dapat dilihat seberapa besar tingkat pertumbuhan
penerimaan pajak reklame dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun
2002. Pertumbuhan Pajak Reklame pada tahun 1999/2000 mengalami
peningkatan sebesar 90,45%. Pada tahun 2000 tingkat pertumbuhan Pajak reklame
mengalami penurunan sebesar 87,77%, mungkin disebabkan dari adanya
perubahan tahun anggaran pada KPPD dan BPKD, pada tahun 2000 perhitungan
seluruh realisasi maupun anggaran pada APBD kota Yogyakarta hanya dihitung
selama 9 (sembilan) bulan. Pada tahun 2001 tingkat pertumbuhan Pajak Reklame
mengalami peningkatan yang besar yaitu sebesar 111,24%. Kemudian pada tahun
2002 tingkat pertumbuhan pajak reklame mengalami sedikit penurunan yaitu
sebesar 109,56%. Hal tersebut disebabkan dari wajib pajaknya yang menunggak

membayar pajak maupun penurunan jumlah pemasangan reklame di kota
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Yogyakarta. Sehingga hal tersebut mengakibatkan pendapatan dari pajak reklame

menurun.
Tabel 4.6
Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002
Tahun o Tingkat
Target Realisasi

Anggaran Pertumbuhan (%)
1998/1999 1.140.959.646 1.216.124.888 -
1999/2000 784.831.485 938.657.807 (15,07)

2000 670.405.585 779.270.870 (16,98)

2001 1.081.492.719 1.275.803.369 63,71

2002 1.577.203.448 1.674.582.496 31,25

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dart tabel 4.6 diatas dapat dilihat seberapa besar tingkat peertumbuhan
realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Yogyakarta. Tingkat pertumbuhan
Pajak Hiburan pada tahun 1999/2000 dan tahun 2000 mengalami penurunan yang
sangat besar yaitu sebesar 15,07% dan 16,98%. Hal ini disebabkan karena krisis
moneter yang melanda Indonesia, sehingga mengakibatkan harga-harga untuk
masuk ke tempat-tempat hiburan naik. Selain itu harga-harga barang kebutuhan
pokok naik, masyarakat pun berfikir lebih baik mendahuiukan kebutuhan pokok
dibandingkan dengan kebutuhan sekunder seperti hiburan-hiburan. Kemudian
pada tahun 2001 tingkat pertumbuhan Pajak Hiburan mengalami peningkatan
yang cukup besar yaitu sebesar 63,71%. Pada tahun 2002 tingkat pertumbuhan

pajak hiburan kenbhali mengalami penurunan yaitu sebesar 31,25%.
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4.2.2. Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadan PAD
Kontribust Pajak Reklame dan Pajak Hiburan menunjukan besarnya

peranan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap PAD. Besarnya kontribusi

Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap PAD di Kota Yogyakarta dapat dilihat

pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.7
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD
Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Penerimaan Penerimaan Kontribusi
Anggaran Pajak Reklame PAD (%)
1998/1999 114.024. 415 19.972.865.793 0,57
1999/2000 217.167.000 24.790.128.183 0,87
2000 407.782.806 22.452.952.250 1,81
2001 861.434.385 40.349.219.607 2,13
2002 1.805.235.199 56.391.374.292 3,20
Jumlah 3.405.643.805 163.956.540.125 1,72

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat besarnya kontribusi Pajak Reklame
terhadap total penerimaan PAD. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran
2002, yaitu sebesar 3,20% dari total penerimaan PAD. Sedangkan kontribusi
terkectl terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 yaitu sebesar 0,57%. Secara rata-
rata selama kurun waktu 1998/1999 sampai dengan 2002 kontribusi Pajak reklame

terhadap total penerimaan PAD vyaitu 1,72%.
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Tabel 4.8
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD
Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Penerimaan Penerimaan Kontribusi
Anggaran Pajak Hiburan PAD (%)
1998/1999 1.216.124 888 19.972.865.793 6,08
1999/2000 938.657.807 24.790.128.183 3,78
2000 779.270 870 22.452.952.250 3.47
2001 1.275.803.369 40.349.219.607 3,16
2002 1.674.582.496 56.391.374.292 2,96
Jumlah 5.884.439 430 163.956.540.125 3,89

Sumber: KPP dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari tabel 4.8 diatas dapat dilihat besarnya kontribusi Pajak Hiburan
terhadap total penerimaan PAD. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran
1998/1999 yaitu sebesar 6,08% dari total penerimaan PAD. Sedangkan kontribusi
terkecil terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 2,96%. Secara rata-rata
selama kurun waktu 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 kontribusi Pajak

Hiburan terhadap PAD yaitu 3,89%.

4.2.3. Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak
Daerah
Untuk melihat seberapa besar peranan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan
terhadap Pajak Daerah menggunakan formula kontribusi yang merupakan rasio
antara jumlah penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan dengan jumlah

penerimaan Pajak Daerah dikalikan 100%. Besarnya kontribusi Pajak Reklame
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dan Pajak Hiburan untuk tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002

dapat dilihat pada tabel 4.9 dan 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.9
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Penerimaan Penerimaan Kontribusi
Anggaran Pajak Reklame Pajak Daerah (%)
1998/1999 114.024.415 10.266.547.924. 1,11
1999/2000 217.167.000 13.688.831.229 1,58

2000 407.782.806 12.025.309.377 3,39
2001 861.434.385 22.886.374.632 3,76
2002 1.805.235.199 30.517.591.845 591
Jumlah 3.405.643.805 89.384.655.007 3,15

Sumber: KPFD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari tabel diatas kita dapat melihat seberapa besar kontribust Pajak

Reklame terhadap Pajak Daerah. Dalam Pajak Daerah Pajak Reklame belum

mempunyal peranan yang sangat besar, sebab dapat kita lihat dar rata-rata

kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah hanya sebesar 3,15%, atau

belum ada sepertiganya dari penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta.

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah setiap tahunnya berkisar antara

1,11% pada tahun 1998/1999 sanipai dengan 5,91% pada tahun 2002.
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Tabel 4.10
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Penerimaan Penerimaan Kontribusi
Anggaran Pajak Hiburan Pajak Daerah (%)
1998/1999 1.216.124 888 10.266.547.924. 11,84
1999/2000 938.657.807 13.688.831.229 6,85

2000 779.270.870 12.025.309.377 6,48

2001 1.275.803.369 22.886.374.632 5,57

2002 1.674.582.496 30.517.591.845 5,48

Jumlah 5.884.439.430 89.384.655.007 7,24

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari hasil perhitungan tersebut atau dari hasil yang ada didalam tabel 4.10,
dapat diketahui bahwa Pajak Hiburan sama seperti Pajak Reklame. Pajak Hiburan
belum mempunyai peranan didalam meningkatkan Pajak Daerah. Yang mana
setiap tahunnya hanya berkisar 5,48% pada tahun 2002 sampai dengan 11,84%
pada tahun 1998/1999. Dengan kata lain belum ada sepertiga dari jumlah seluruh

persentase Pajak Daerah.

4.2.4 Efektifitas Pajak Reklame

Pembahasan mengenai efektifitas tidak terlepas dengan target penerimaan,
sampail sejauh mana tingkataii target tersebut dapat direalisasikan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Daerah dengan melihat vbanyaknya jumlah rcklame yang
terpasang di Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dilakukan

dengan mengukur realisasi penerimaan Pajak Reklame dengan besarnya target
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Pajak Reklame yang telah ditetapkan dikalikan dengan 100%. Apabila hasil
perhitungan menghasilkan angka atau persentase yang lebih besar atau >100%
maka pengelolaan Pajak Reklame dinilai efektif begitu pula sebaliknya.

Dibawah ini terdapat hasil yang menunjukan tingkat (derajat) efektifitas

penerimaan Pajak Reklame sejak tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2002.

Tabel 4.11
Tingkat Efektifitas Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002
Tahun Nilar Efektifitas
Anggaran (%)
1998/1999 53,74
1999/2000 53,47
2000 109,78
2001 173,59
2002 105,35
Jumlah 9918

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dan hasil perhitungan pada tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa
tingkat efektifitas Pajak Reklame rata-rata dinilai kurang efektif atau mendekati
efektif karena hanya sebesar 99,18% pertahun, sehingga Pemerintah Kota
Yogyakarta dinilai kurang beihasil dalam menoelola penerimaan Pajak Reklame
dengan efektif. Dapat kita lihat ketidak-efektifan terjadi pada tahun 1998/1999
dan tahun 1999/2000 masing-masing 53,74% dan 53,47%. Hal tersebut dapat

terjadi dikarenakan oleh adanya krisis moneter yang berkepanjangan sehingga
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mengakibatkan berkurangnya jumlah reklame, selain itu pada tahun-tahun tersebut
otonomi daerah belum sepenuhnya berlaku, mulai tahun 2001 otonomi daerah
berlaku sepenuhnya. Pada tahun anggaran 2000, 2001, 2002 efektifitas terus
mengalami peningkatan yang sangat berarti walaupun pada tahun 2002
mengalami penurunan kembali tetapi tidak sampai mengalami ketidak-efektifan.

Yaitu masing-masing sebesar 109,78%, 173,59%, dan 105,35%.

4.2.5. Efektifitas Pajak Hiburan
Tingkat (derajat) efektifitas penerimaan Pajak Hiburan sejak tahun
anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 disajikan dalam tabel 4.12

dibawah ini.

Tabel 4.12
Tingkat Efektifitas Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran Nilai Efektifitas
199&/1999 106,59
199972000 119,60

2000 116,24
2001 117,97
2002 106,17
Jumlah 113,31

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai efektifitas penerimaan

Pajak Hiburan di Kota Yogyakarta selama periode tahun anggaran 1998/1999
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sampai dengan tahun 2002 rata-rata sebesar 113,31%, rata-rata tersebut dinilai
efektif. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dinilai berhasil
dalam melakukan pengelolaan Pajak Hiburan dengan efektif. Pajak hiburan dari
tahun 1998/1999-2002 tidak mengalami ketidak-efektifan sama sekali.

Selama periode pengamatan menunjukan pemungutan dari Pajak Hiburan
dilthat dari tingkat efektifitas secara keseluruhan juga telah mencapai target,
kondisi pencapaian target ini disebabkan karena sudah mulai adanya upaya
peningkatan pelayanan, pelaksanaan penyuluhan, dan seluruh upaya-upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar tercapainya tingkat efektifitas yang tinggi.

4.2.6 Efisiensi Pajak Reklame

Perhitungan nilai efisien Pajak Reklame digunakan untuk menilai
penerimaan Pajak Reklame yang dipakai untuk menutup biaya pemungutan Pajak
Reklame tersebut, dengan kata lain efisiensi Pajak Reklame berhubungan dengan
biaya yang diperlukan untuk pengelolaan Pajak Reklame. Apabila hasil
perhitungan menghasilkan menghasilkan angka atau persentase yang lebih kecil
atau <100% maka pengelolaan Pajak Reklame dinilai efisien begitu sebaliknya.
Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan Pajak Reklame setelah
melalui proses perhitungan dengan cara proporsi untuk masing-masing biaya

dapat kita lihat dalam tabel 4.13 dibawah ini.



Tabel 4.13
Biaya-biaya Pengelolaan Pajak Reklame
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran Biaya Pengelolaan Pajak
Reklame
1998/1999 27.220.825
1999/2000 39.353.504
2000 87.709.736
2001 115.498.260
2002 191.283.949

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data dioiah

Dari perhitungan realisasi biaya pengelolaan Pajak reklame, selanjutnya
dapat ditentukan tingkat (derajat) efisiensi Pajak Reklame selama periode tahun
anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002 seperti dalam tabel 4.14

berikut int.

Tabel 4.14
Derajat Efisiensi Pengelolaan Pajak Reklame
Di Kota Yogyakarta
Tahan 1998/1999-2002
Tahun Anggaran Nilai Efisiensi
(%)
1998/1999 23,87
1999/2000 18,12
2000 21,50
2001 13,40
2002 10,59
Jumlah 17,49

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta Data diolah
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Hasil pengolahan data diatas menunjukan nilai efisiensi pemungutan Pajak
reklame di Kota Yogyakarta selama periode 1998/1999 sampai dengan tahun
2002 rata-rata sebesar 17,49%. Nilai ini berarti bahwa rata-rata dari biaya yang
dipergunakan dapat menghasilkan penerimaan Pajak Reklame sebesar 17,49%
lebih besar dari biaya atau dengan kata lain bahwa setiap Rp.1,- biaya dapat
menghasilkan Rp.17,49,- penerimaan Pajak reklame.

Hasil yang diperoleh dari pengamatan atas efisiensi pemungutan Pajak
reklame menunjukan bahwa dalam kurun waktu 1998/1999 sampai 2002
berfluktuasi. Pada tahun 1998/1999 merupakan tingkat efisiensi tertinggi yaitu
sebesar 23,87%, yang menunjukan dengan naiknya rasio hasil/realisasi
penerimaan (output) terhadap biaya, sedangkan untuk tingkat efisiensi terendah
terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 10,59%. Kemudian untuk tahun
1999/2000,2000,2001, masing-masing sebesar 18,12%, 21,50%, 13,40%.
Keadaan ini menunjukan bahwa pemungutan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta

adalah efisien dari taiiun ke tahun sclama periode pengamatan.

4.2.7. Efisiensi Pajak Hiburan
Untuk melihat hasil perhitungan proporsi realisasi biaya pengelolaan Pajak

Hiburan, maka dapat dilihat dalam tabel 4.15 dibawan ini.
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Tabel 4.15
Biaya-biaya Pengelolaan Pajak Hiburan
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Biaya Pengelolaan Pajak
Tahun Anggaran )
Hiburan
1998/1999 290.355.464
1999/2000 170.614.874
2000 167.657.548
2001 171.097.157
2002 177.366.504

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Berdasarkan perhitungan proporsi realisasi biaya dan realisasi penerimaan,
kemudian ditentukan tingkat (derajat) efisiensi pemungutan Pajak Hiburan selama
periode tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 seperti disajikan

dalam tabel 4.16 dibawah ini.

Tabel 4.16
Derajat Efisiensi Pengelolaan Pajak Hiburan
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran Nilai Efisienst
(%)
1998/1999 23,87
1999/2000 18,17
2000 21,51
2001 13,41
2002 10,59
Jumlah 17,51

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah



Dari hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai efisiensi dalam
pemungutan Pajak hiburan di Kota Yogyakarta selama periode tahun anggaran
1998/1999 sampai 2002 rata-rata sebesar 17,51%. Nilai ini ternyata relatif sama
dengan nilai efisiensi pemungutan Pajak Reklame. Angka ini kelihatannya
menunjukan indikasi bahwa proporsi hasil capai/realisasi (output) adalah
berbanding sama dengan proporsi output Pajak Reklame terhadap biaya (input)
yang dipergunakan, menghasilkan penerimaan Pajak Hiburan sebesar 17,51%
lebih besar dari biaya atau dengan kata lain bahwa setiap Rp.1,- biaya dapat
menghasilkan Rp. 17,51,- penerimaan Pajak Hiburan.

Hasil pengamatan atas efisiensi pemungutan Pajak hiburan menunjukan
bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 1998/1999 sampai 2002 berfluktuasi.
Pada tahun 1998/1999 merupakan tingkat efisiensi tertinggi yaitu sebesar 23,87%,
yang menunjukan dengan naiknya rasio hasil/realisasi penerimaan (output)
terhadap biaya, sedangkan untuk tingkat efisiensi terendah teradi pada tahun
anggaran 2002 yaitu sebesar 10,59%. Kemudian untuk tahun 1999/2000, 2000,
2001, masing-masing sebesar 18,17%, 21,51%, 13,41%. Keadaan ini menunjukan
bahwa pemungutan Pajak Hiburan di Kota Yogyakarta adalah efisien dari tahun

ke tahun selama periode pengamatan.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Dari hasil yang dianalisis oleh penulis maka diperoleh beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama 5 (lima) tahun anggaran dari tahun 1998/1999 sampai dengan
tahun 2002, tingkat pertumbuhan realisasi peneriman Pajak reklame dan
Pajak Hiburan setiap tahunnya bervariasi. Pertumbuhan realisasi
penerimaan Pajak Reklame yang terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu
sebesar 87,77%, dan tertinggi pada tahun 2001 yaitu sebesar 111,24%.
Pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hiburan yang terendah terjadi
pada tahun 2000 yaitu sebesar (16,98%), dan tertinggi terjadi pada tahun
2001 yaitu sebesar 63,71%. Angka ini menunjukan bahwa laju
pertumbuhan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan cukup besar. Walaupun
Pajak Hiburan sempat mengalami keterpurukan pada tahun 2000.

2. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD dari tahun ketahun mengalami
peningkatan, kontribusi terendah terjadi pada tahun 1998/1999 sebesar
0,570% dan terbesar terjadi pada tahun 2002 sebesar 3,20%. Sedangkan
untuk kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD dari tahun anggaran
1998/1999 sampai dengan tahun 2002 terus mengalami penurunan,
penurunan terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 2,96%, dan

kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 1998/1999 yaitu sebesar 6,08%.

66
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3. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari tahun ketahun terus
mengalami peningkatan, kontribusi terendah terjadi pada tahun 1998/1999
sebesar 1,11% dan terbesar terjadi pada tahun 2002 sebesar 5,91%.
Sedangkan untuk kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dari
tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 terus mengalami
penurunan, penurunan terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar
5,48%, dan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 1998/1999 yaitu sebesar
11,84%.

4. Pengamatan terhadap pencrimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di
Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 1998/1999 sampai
dengan tahun 2002 relatif efektif, secara keseluruhan tingkat efektifitas
telah mencapai target, walaupun untuk Pajak Reklame pada tahun
1998/1999 dan 1999/2000 mengalami ketidak-efektifan yaitu masing-
masing sebesar 53,74% dan 53,47%. Kondisi pencapaian target ini karena
makin meningkatnya jumlah reklame dan tempat-tempat hiburan,

5. Dan perhitungan efisiensi selama 5 (lima) tahun, pemungutan Pajak
Reklame dan Pajak Hiburan sudah efisien karena dilihat dari tingkat
efisiensinya setiap tahunnya lebih kecil dari 40% yang berarti biaya yang
dikeluarkan lebih kecil dari realisasinya.

6. Setelah melihat hasil dan proses perhitungan pada bab analisis data dan
kesimpulan-kesimpulan diatas prospek Pajak Reklame dan Pajak Hiburan
ditahun-tahun mendatang cukup baik, itupun tergantung pula dari kinerja

Kantor Pelayanan Pajak Daerah sendiri dan juga para wajib pajak. Seperti
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dapat kita lihat melalui kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan
terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah selalu mengalami
peningkatan, walaupun pajak-pajak tersebut belum memberikan kontribusi
yang besar terhadap Pendapatan Asli Dacrah dan Pajak Daerah. Seperti
yang kita ketahui Pajak Reklame dan Pajak Hiburan bukan merupakan
jenis pajak yang sangat berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli

Daerah.

5.2. Saran
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka ada beberapa saran
yang perlu untuk dipertimbangkan:

1. PAD sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah.
Walaupun penerimaan dari sector Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta kurang berperan didalam PAD,
tetapi diharapkan dari penerimaan tersebut digunakan sebenar-benarnya
untuk kebutuhan dana daerah dalam meleksanakan pembangunan dan
realisasi dan pelaksanaan dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat
luas.

2. Sesuai dengan visi dari KPPD yaitu menjadi Inovator dan Motivator dalam
meningkatkan pendapatan dacrah. Maka diharapkan seluruh daya dan
usaha dari KPPD dapat dimaksimalkan lagi, guna tercapainya tujuan
peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah. Khususnya penerimaan

dan sektor pajak reklame dan pajak hiburan.
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3. Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan diharapkan terus berjalan
sesuai keinginan dari Wajib Pajak dengan konsekuensi ada timbal balik
dari Wajib Pajak untuk dapat berperan serta aktiv dan tetap memenuhi apa

yang telzh menjadi kewajibannya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dari keseluruhan penulisan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan
didalam melengkapi data-datanya. Hal ini disebabkan tidak tersedianya data-data
yang benar-benar diperlukan. Oleh karena itu penulisan dan penelitian yang
dilakukan belum maksimal dengan kata lain memiliki keterbatasan penelitian.
Keterbatasan im khususnya terjadi pada sector efisiensi pada penerimaan Pajak
Reklame dan Pajak Hiburan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Hal tersebut terjadi dikarenakan perhitungan efisiensi pada skripsi ini
hanya didasarkan pada sisi nominal atau angka-angkanya saja. Tetapi sebenarnya
ada juga hal diluar nominal atau angka-angka yang dapat digunakan didalam
melakukan perhitungan efisiensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.
Yaitu dengan membandingkan hasil perhitungan secara nominal efisiensi
penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan baik dengan kenaikan tarif pajak
untuk setiap pajaknya dan perubahan jumlah wajib pajak untuk setiap periodenya.

Penjelasan diatas dapat kita analogikan pada penentuan efisiensi yang
terjadi pada kendaraan bermotor. Biasanya penentuan efisiensi pada kendaraan
bermotor ditujukan pada efisiensi penggunaan bahan bakar yang digunakan. Kita

dapat membandingkan antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain
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dalam cfisiensi penggunaan bahan bakarnya. Setelah itu kita dapat mengetahui
kendaraan mana yang lebih efisien didalam penggunaan bahan bakar.

Dengan demikian penuiis mengharapkan, apabila ada penulis lain yang
ingin meneliti atau mengangkat topik tentang pengukuran kinerja dari
pemungutan Pajak Reklame dan Pajak hiburan, diharapkan keterbatasan penelitian
yang telah diungkapkan diatas dapat dijadikan pertimbangkan dalam penelitian
dan penulisan selanjutny, sehingga penelitian dapat dilakukan secara maksimal.

Hal tersebut tentunya harus didukung pula oleh data-data yang dibutuhkan.
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LAMPIRAN



Proses Perhitungan BAB IV Analisis Data

I. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame

)_(t—Xt—l
Xt—1

x 100%

Tahun1999/2000
217.167.000-114.024.415

114.024.415
Tahun2000

407.782.806 - 217. 16700_0)( 100% = 87.77%
217.167.000

Tahun2001
861.434.385 - 407.782.806

407.782.806
Tanun2002

1.805.235.199 — 861.434.385
861.434.385

x100% = 90,45%

x100% =111,24%

x100% =109,56%

II. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Xt— Xt -1
Xr-1

x100%

Tahun1999/2000
938.657.807 -1.216.124.888
1.216.124.888

x100% = ~15,07%



Tahun2000
779.270.870-938.657.807
938.657.807

Tahun2001

1.275.803.369 - 779.270.870
779.270.870

Tuahun2002

1.674.582.496 —1.275.803.369
1.275.803.369

x100% =-16,98%

x100% = 63,71%

x100% = 31,25%

[II. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

RealisasasiPenerimaanPajak Re klame

x100%
RealisasiPenerimaanPAD
Tahun1998/1999
114.024.415
19.972.865.793
Tahun1999 /2000
217.167.000

24.790.128.183
Tahun2000

407.782.806
22.452.952.250
Tahun2001

861.434.385
40.349.219.607
Tahun2002

1.805.235.199
56.391.374.292

x100% = 0,57%

x100% = 0,87%

x100% =1,81%

x100% = 2,13%

x100% = 3,20%



IV. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD

RealisasiPenerimaanPajakHiburan

x 100%
RealisasiPenerimaanPAD
Tahun1998/1999
1.216.124.888
19.972.865.793
Tahun1999 /2000
938.657.807
24.790.128.183
Tahun2000
779.270.870
22.452.952.250
Tahun2001
1.275.803.369
40.349.219.607

x100% = 6,08%

x100% = 3,78%

x100% = 3,47%

x100% = 3,16%

Tahun2002
1.674.582.496
56.391.374.292

x100% = 2,96%

V. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah

RealisasiPenerimaanPajak Re klame
RealisasiPenerimaanPajakDaerah

x100%



Tahun1998 /1999
114.024 415
10.266.547.924
Tahun1999 /2000
217.167.000
13.688.831.229

Tehun2000
407.782.806
12.025.309.377

Tahun2001
861.434.385
22.886.374.632
Tahun2002
1.805.235.199
30.517.591.845

x100% = 1,11%

x100% =1,58%

x100% = 3,39%

x100% = 3,76%

x100% = 5,91%

VI. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah

RealisasiPenerimaanPajakHiburan

x100%
RealisasiPenerimaanPajakDaerah

Tahun1998/1999
1.216.124.888
10.266.547.924
Tahun1999 /2000
938.657.807
13.688.831.229

Tahun2000
779.270.870
12.025.309.377

x100% =11,84%

x100% = 6,85%

x100% = 6,48%

Tahun2001
1.275.803.369

22.886.374.632
Tahun2002

1.674.582.49¢
30.517.591.845

x100% = 5,57%

x100% = 5,48%



VII. Efektifitas Pajak Reklame

RealisasiPenerimaanPajak Re klame

x100%
T arget

Tahun1998/1999

114.024 415
212.164.200
Tahun1999 /2000
217.167.000
406.124.700
Tahun2000
407.782.806
371.443.700
Tahun2001
861.434.385
496.248.300
Tahun2002
1.805.235.199
1.713.542.785

x100% = 53,74%

x100% = 53,47%

x100% =109,78%

x100% =173,59%

x100% =105,35%

VIII. Efektifitas Pajak Hiburan

RealisasiPenerimaanPajakHiburan %x100%

T arget

Tahun1998/1999
1.216.124.888

1.140.959.646
Tahun1999 /2000

938.657.807
784.831.485

x100% = 106,59

x100% =119,60%



Tahun2000
779.270.870
670.405.585
Tahun2001
1.275.803.369
1.081.492.719
Tak::22002
1.674.582.496
1.577.203.448

x100% =116,24%

x100% =117,97%

x100% = 106,17%

IX. Efisiensi Pajak Reklame

BiayaPengelolaanPajak Re klarme

x100%
RealisasiPenerimaanPajak Re klame

Tahun1998/1999
27.220.825
114.024 415
Tahun1999 /2000

39.353.504

217.167.000
Tahun2000

87.709.736
407.782.806
Tahun2001
115.498.260
861.434.385
Tahun2002

191.283.949
1.805.235.199

x100% = 23,87%

x100% =18,12%

x100% = 21,50%

x100% = 13,40%

x100% =10,59%

X. Efisiensi Pajak Hiburan

BiayaPengelolaanPajakHiburan x100%

RealisasiPenerimaunPajakHiburan



Tahun1998/1999
290.355.464
1.216.124.888
Tahun1999 /2000
170.614.874
938.657.807
Tahun2000
167.657.548

———————x100% = 21,51%
779.270.870

Tahun2001
171.097.157
1.275.803.369

Tahun2002
177.366.504
1.674.582.496

x100% = 23,87%

x100% =18,17%

x100% =13,41%

x100% =10,59%

XL Perhitungan Biaya-biaya Pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan
1. Proporsi Biaya Pengelolaan Untuk Pajak Reklame dan Pajak Hiburan
Terhadap Total Pajak daerah

e Pajak Reklame:

1998/1999 = 1,11%
1999/2000 = 1,58%
2000 = 3,39%
2001 = 3,76%
2002 = 591%

e Pajak Hiburan:

1998/1999 = 11,84%
199972000 = 6,85%
2000 = 6,48%
2001 = 5,57

2002 = 5,48%



2. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KPPD didalam pengelolaan Pajak
Reklame dan Pajak Hiburan

e 1998/1999

Honorarium dan Uang Lembur = Rp. 35.151.000
Belanja Barang = Rp. 302218914
Bi. Pemeliharaan Inventaris = Rp. 62.948.080
Bi. Perjalanan Dinas = Rp. 285.000
Bi. Lain-lain = Rp. 2.051.723.558

Rp. 2.452.326.552
Biaya Pajak Reklame = Rp. 2.452.326.552 x 1,11%
Rp. 27.220.825
Biaya Pajak Hiburan = Rp. 2.452.326.552 x 11,84%
= Rp. 290.355.464

e 1999/2000

Honorarium dan Uang Lembur = Rp. 37.451.000
Belanja Barang = Rp. 342.178.519
Bi. Pemeliharaan Inventaris = Rp. 69.338.256
Bi. Perjalanan Dinas = Rp. 168.000
Bi. Lain-lain = Rp. 2.041.592.317

Rp. 2.490.728.092
Biaya Pajak Reklame = Rp. 2.490.728.092 x 1,58%
= Rp. 39.353.504
Biaya Pajak Hiburan = Rp. 2.490.728.092 x 6,85%
= Rp. 170.614.874

e 2000
Honorarium dan Uang Lembur = Rp. 38.212.000
Belanja Barang = Rp. 380.819.873
Bi. Pemelihaaraan Inventaris = Rp. 83.845.750

Bi. Perjalanan Dinas = Rp. 125.500



Bi. Lain-lain = Rp. 2.084.304.726
Rp. 2.587.307.849
Eiaya Pajak Reklame = Rp. 2.587.307.849S x 3,39%
Rp. 87.709.736
Biaya Pajak Hiburan = Rp. 2.587.307.849 x 6,48%
= Rp. 167.657.548

t

2001

Honorarium dan Uang Lembur Rp. 54.445.000
Belanja Barang = Rp. 547.836.838
Bi. Pemeliharaan Inventaris Rp. 87.767.210
Bi. Perjalanan Dinas = Rp. 1.178.236.236
Rp. 1.203.476.960
Rp. 3.071.762.244
Biaya Pajak Reklame = Rp. 3.071.762.244 x 3,76%
= Rp. 115.498.260

il

Bi. Lain-lain

Biaya Pajak Hiburan = Rp. 3.071.762.244 x 5,57%
= Rp. 171.097.157

2002

Honorarium dan Uang Lembur = Rp.  36.132.000
Belanja Barang = Rp. 271.468.880
Bi. Pemeliharaan Inventaris = Rp.  88.023.550
Bi. Perjalanan Dinas = Rp. 1.168.462.325
Bi. Lain-lain = Rp. 1.672.528.281

Rp. 3.236.615.036
Biaya Pajak Reklame = Rp. 3.236.605.036 x 5,91%
Rp. 191.283.949.
Rp. 3.236.605.036 x 5,48%
= Rp. 177.366.504

Biaya Pajak Hiburan
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WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

KEFPUTUSAN WALLKOTAMADYA KEPALA DAEKAH TINGKAT L YOGYAKARTA
NOMOR 47 TAITUIN 1999
TENTANG
PRTUNTUK PRLAKSANAAN PERATURAN DARRAH KOTAMADYA DAFRAH
TINGIKAT I YOGYAKARTA NOMOR 9 TAITUN 1998
TENTANG PAJAK REXKLAME

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I YOGYARKARTA

Menimbang : 6. bahwao dengan telah diundangkennya Peraturan Doerch Kotamadya Deerch Tingket 1
Yogyakarta Nomor ¥ Tahun 1998 tentang Pajak Keklame dan untuk memperlancer
pelaksanaan pemungutannya maka perlu diatur dengan netunjuk pelakisanaan Peraturan
Duerah lersebut; “

b bahwa untuk maksud tersehut i oatas perlu ditctapkan dengan Keputusan
Walikotamadya Kepals Daerah Tinpket Il Yogyakarts.

Mengingat 1. Undang-undung Nomor 16 Tahun 1950 tentiang Pembentukan Dacrah-daeraly Kota
Resar Nalsm Tlingkingan Prapinsi Jawa Timur Tawa Tenpah JTawa Rarat dan Dalam
Dacerali Istimewa Yuogyakarta,

2 Undang-undang Nomor 13 Tchun 1980 tentang Jolon sebngaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 19385,

Undung-undung Homor & Twhun 1983 Llenlunyg Kelenluan Umum dun Tuls Cury
Perpnjakan scbagaimana teleh diubsh dengan Undang-undang Nomer 9 Tahun 1994,

v

4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang, Penataan Ruang,

5 Undang-undang Nomor 17 Tehun 1997 tentang Badan Penyelesaian Senpketa Pajak;

Undag-widang Nomor 18 Tahun 1997 tentanyg Pajak Daeral: dan Retribusi Daeraly,

o

7. Undang-undang Memor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pojok dengan Surat Pokse;

(Pl

. Tndang-undang Nomor 22 Tehun 1090 (entang Pemerintahan Daerzh,
9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajek Daerah,

10. Keputuson Mentert Dalam Negenn Nomor 170 ‘lehun 1997 tentang Teta Ceors
Pemungutan Pajak Daerah,

11 Keputusan Menteri Dalam Nepen Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cars
Pemeriksaar di Bidang Pajak Daeraly,




-

12, Kepulusan Menterr Dalam Mepers Nomor 15 Tehun 1999 tentang Pedoman Cera

Perhilungan Nilal Sewy Reldame;

11 Knpuiusnn Nerdert Dulam Neperi Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedor

Admuustrast Pajak Daerah, Retribusi Daerali dan Fenerinaan Fendspatan Laln-lain;

4. Perataran Dacrals Fotamadya Dazeah Tingkat U Yogyakarta Momor 4 Tahun 1099

tentany Ttungunan;

Feraluran Dacrah Kotameadya Daerah Tingkat T Yogvikartn Nomor 5 Tuhun 1933
tentang Tiin Membangun Bangun-bangunan dan Jjin Penggunaan Bangun-bangunan;

toeo Pemturun Dueral Yolamedyn Duerah Linpkot Yopyakarte Noror 1 Tahun 1992

] v

Menctankan -

h

tentang Yoeoyekort: Rerhati Mvaman:

7 Peratinan Daerah K'nram',u}y;\ Macrah Tingkal i Ymgyak;(rm Nomar & Tahun 1994
tentang Rencans Unum Tate Ruang Kota Yogyakaits 1994-2004:

Y. Perotwnn Loerch Mowmadys Deerah Tinglat U Yoayekaa Nomor ¢ Tghun 100¥
tentang {7in Penyelenaparaan Reklana:

Feraturan Doernh Kotmadya Trersh Tingkal, [ Togyakwrle Womor 9 Twhun 1695
teiang Pajak Rekiame.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN  WALIKKOTAMADYA  KEPALA DARRAW  TINGIKAT 0
YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DPERATURAN
DAERAM KOTANMADYA DAERAMH TINGKAT Ll YOGCYAKAIR LA NOMOR Y
TATTUN 19908 TENTANG PAJTARN RERT.AMTE.
BAD I
KETENTUAN UMUNM
Iasal 1
Dalam Kepunican ini yang dimaksud dengan
0. Laerah edalah Kotamadva Daerah Tinghet 0 Yogyakarta;

b. Pemenntah Dacrah adalah Pemerintah Kotamadya Dacrah Tingkat I Y ogvakarte;

Kepela Liaerah ialah Walikotamadys Kepala Daerah Tingkat 1 Yogyekarta;

<

A Pejavat adalah Pejabar Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat [
Vaovakarta,

(s

Pujuk’ Reklame vang  selunjutnva disebut Pujnk  acnluh pungutan deerah  stas
penveleneearann reklame:



e ——

(. Reklame adalgh benda, elat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan
corak rugumnyu unluk lujusn komersial, dipergundkan untuk  memperkenslkun,
menganjurkan gtau memujikan suatu barang, jasa atau orang, atsupun untuk menarik
perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau crang yang ditcmpatkan atau yang
dapet dilithset, diboca dan etsu didengar dan sustu tempat oleh umum, kecuali vang
dilakukan cleh Pemerintah;

g Penyelenppara Reklame adalah perarangan atan hadan yang menyelenggarmkan reklame
batk wituk dan stas nananya sendint atau untuk dan atas nama pihak laln yalg menjedi
tanpgungannya.

h. Surat Sctoran Pujak Limernh yang selanjutnya disingkat  SSPD adalah sumt yang
digunakan oleli Wajib Pajal. untuk melakukan peinbayarsn etau penyetoran Pajak
yung lerulung ke Kis Dueruh utuu ke Benduhurs Khusus Penenmu (BKFP) Dinus
Pendapatan Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat I Yogvakarts,

BAB U

DASARTENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Dasar pengrnaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
Pasal 3
ran{ Pejak sebesar 25 Yo (duapulvh lima perscratus) dari Nilai Sewas Reklame.
BAGIAN PERTAMA

JENIS REKLAME PAPAN/ BILLBOARD,
MEGATRON, BALIHO, CAHAYA, KAIN,

Pasal 4

{1) Perhitungan Milai Sewa Reklame MSR) ditentuken dengan numys sebagal berikaut :

=0+ o QB0 T
Ri:xyu pemasanpan + ﬂiayu Fm{fmliharmn
IO R 7 e +  Nilai Strategis.

Lama pemasangen

(£) Biaya Pemasanpan dan Biaya Pemeltharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

(3) Lama pemasangan atau jangka woktu penvelenggarsan reklame adalah harian, mingguan,
bulanan, dan tahunan.

(4) DMilal strategis schepgzimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ind ditentukan cleh faltor-
faktor antia lain :

7.anasi / T.nkas

[Luas rekdaine

Fungasi jalan

Sudut pendang

Harga dasar strategis

6 o o »



(5) Untuk menghitung Nilai Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah dengan
cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing fakior nada syat

(4) hurulw, b, ¢, din d, Pusnl ini dikulikoin dengun Hirgs Dusur Struleys.

(6) Bobot dan scorc masing-masing faktor 5¢
dan d Pesal 11 adalah sebapsumana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

(7) Hargs Dasar Stategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hunuf e
sehagaimana tarsebut dalaum T ampiran T Keputiarn ini

bagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, c,

Pagal i adalan

(8) Hasil perhitungan Nilai Strategis scbagaimana dimeksud pada ayat (1) Posel ini dalam

bentuk tabe! sebagaimana tersebut dalem Lampiran [V Keputusan ini.

DBAGIAN KEDUA

JENIS REKLAME MELEKAT (STIKER), SELEBARAN, BERJALAN

TERMASUK PADA KENDARAAN, UDARA, SUARA, FILM/SLIDE DAN PERAGAAN

I'asnl 5
Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan

a. Jenis Reklame
o T.ama p(‘.nycl(‘.nggur)mn Reklame

Pasal ¢
Gesurnya Nilal Sews Reklame adilah sebagm benkut:

o Reldame melekat,

Mo | Ukuran Jumlah lembar L3ma pcmasangan NSR
1 2 3 4 5
l. s.d. Vim2 s.d. 100 lembar Maksimal | minggu Kp. 40.00¢,- |
2. > Visdvim? s.d. 100 lembur Muksimul 1 mingygu Rp. 50.00C,-
L_ J
b. Reklame Selebarun.
Mo Ukuren Jumloh lembar Lama pemasangan NSR
! 2 3 4 S
i s.d. Yaim2 5.d. 100 lembt Maksimal 1 minggu Rp. 06.00G,- |
2. | »Vem2s.d Va2 s.d. 100 lembar Maksunal 1 mingyu Ryp. 18.00C,-
| l
¢. Reklame benalan
1) ¥endaraan Tidak Bermoter.
" Harian Mingguan Bulsnan | Tri walanan | Semesteran T&hlmm
] 2 3 4 S
' 5
Rp. 400.- | Rp. 2.0C0,- | Rp. 6.000,- | Rp. 12.000,- | Rp. 24.600,- | Rp. 48.0CC, - |
R ' | A




2) Kendearaan Bermiotor,

I Tri wulanan Setengah l Tahunan 7
f tahunan | :
! | |

Harirn Mipgguan |I Bulanan

L

Rp 18.000,-. | Rp. 36.000,- | Ry, 7:.ooo,-’

|
LRp. 750,- | Rp._3.000,- | Rp. 9.000,.

¢ Reklame Udara
Nilai Sewa Reklame : Rp. 100.060, - per hari

1

Reklame Suara - R

(o8

7. 5.000,- per penyelenggaraan

2. Reklame FilnvSlida
1) Film :Rp. 1.500015 detik

2) Slide
a) Duengan Suwa - Rp. 1.000,- sckali tayany
b} Tanpa Suare s Rp. o 500.- sckali tavang

. Reklame Peragoan : Kp. 200,000, - untuk sctiop perago.

BAB T
HENTUK, ISITDAN TATA CARA PENGISLAN SFIPD
Payul 7
(1), Eentuk dan isi SPTRD adaleh sebagoimana tersebut dalom Lampiren V Keputisan ini.,

(2). SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke Dinas Pendepetan Deerah
sedungkun vany luinnyy untuk ursip Wajib Pujuk.-

Pryol §
Tata cara pengisian SPTPD adalah sebagal berikut
(1 Whajih Pajak sctelah menerma formulir SPTPD heserta tanda terimanva harus mengisi
dengan berar sesuai dengan pertanyaan-pertanyoan yang telah tersedia.

(2) Sectelah SPTPD diii olch Wajib Pajak, dikembalikan ke Dinas Pendapatan Dacrah
4. Untuk jenis reklume yung insidental, SETED hurus dikembulikun secury lungsuny

b. Untuk jenis reklame vang pcrmnn-cn, SPTPD harus dikembalikan sclambat-lambatnya
15 (ima belas) hari actelah menerima SPTPR.

(3} SPTPD yang tidik diserahkan dalam wakty sehaggimana tersehut pada ayat (2) Pasal ini
dan telah diberi Surat Peringatan / Surat Teguran, make akan dikenakan penetapan secare

jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan necrundangan vang herlaku.



BAB LV

TATA.CARA PEMBAYARAN ANGSURAN

v

DAN ATAITPTNTINDAAN SFRTA SYARAT.SYARATNY A
Pasal

(1) Tata cara Pembayaran Angsuran dan atau Penundaan Pembayaran atas Ketetapan Pajuk
. Wajih Pajak  mengajukan  Surat  Permohonan Angsuran  dan atau  Penundaan

Fembayaran secara tertulis xepada Kepala Daerah .

b Nengisi curat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah
disediukun oleh Dinus Pendupatun Duerih dun ditundutunguni oleh Wiyib Pajuk yuny
berkepentingan dan dikerahyi / disahkan olch Kepoln Dines Pendapatan Daersh,

¢ Apabilo Waiib Pajak vang bersangkutan tidak melaksanaken kewajibannya sesuai
dengan apa yang diteatukan dalam Surat Peranjian Angsuran dun alau Penundaan
maka akan dikenakan tindakan hukum = sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundiangn mengenai pennpihan pajak dengan Surat Pakan,

(2) Synrnt~xynrnt pembayamn angsuran dan rtau penundaan ;
o. Diojukan sebelum jatuh teripo pembayaran pajak terutang, kecuali kolau dalam
keadsan memnksa dapat digjukan setelah jatuh tempo,

b Menyntukan wlasun-ulusun pembuyurun wngsurun dun atau penunduun.

¢ Menyatdhan Lesannyy Junlale pujeh g dinolionkan wiluk diangsw dun alyu
ditunda pembayarannva.

{4) Pembayaran Angsuran dan atau penundsan sebagaimana dimaksnd evat (1) Pasal ini tidak
herlaku bag; jenie Reblame yeng hersifat incidental,

Pasal 10

Kepala Dacrah berhak untuk mengabulkan dan atau menolak permohonan \Wajib Pajak unauk
menaangsur dan atau menunda pembaynran,

BDAB V
TANDA BUXTIPEMDBA YARANDAN BUKU PENERIMAAN PAJAK
Pasnl 11

Tenda bukti pembavaran adalah sebagaimana tersebut dalam Lempiran VI Keputusan ini.

Yasal 12
W Penerimaan Pajak adalgh sebapaimana tersebut dalam Lampirsn VIA dan VIR

s

-
~

epulusan ini.

>

BAB VI
FORMULIR PENAGHIAN PAJAK SEBAGAI MEDIA SETORAN
Fasnl 13

Bentuk dan isi formulir yang digunakan sebagai sorana penagihan pajak adalah sebagaimana
lersebul dulum Lumpirun VI Keputusun ini,



BADL VU

-

TATA CARA PENMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMTBERASANPATAK

Pasal 14

(1) Wajib Fujok mengnjukan Surat Penvohonan Dermintaan Pengurangan, Keringanan dan
Pembehasan atas hesamya jumlah pajak vang tertera dalam SKPD kepada Kepala Dacrah.

() Seteluh menerimu permohonan permintann pEngUIINERD, keringanan dan pembebssen

Pajule dari Wajib Pajaly, Peugas Pertimbangan Keberatan mengadakan penilaian ulang
kepada Wajib Pajirk din meiuporkun hasilngw kepuda Kepula Duersh,

(3) Kepals Dacrsh scteladn mencnnra Taporan lasit penchitian kewbali mompentunbanghan
apakah permohonan permuintaon pengurangan, keringanan dan pembebasan pojak dapot
diterina atau ditiiang

() Rurat Keprees peeanbd i M sins netmohonan POrminian pengurrnpnn,

leringancn dan pemoshasan pajak ditanda tingzni oleh Kepala Daeran.

(53 Sural Meputuswt setogaimana tersebut ayut (4) Fasal ini diserahkan kepada Wajib Fojek

denpnn tembuann Fepalie [hinas Pendaputnn [Juerah.

BAD VT

Pnwnl 15

Keputusan 1 mular berlaku poda tanggal diundanzkan dengan ketentuan nkon diubah dan
dibetulkan achagaimana mostinys apahila dikemudien han temyata terdapat kekeliruan,

Diteteskan di Yogvakarta
27 Dosonber 1999

pada tanpgal

WALIRKOTAMADYA KEPALA DAERAIL
TINGRAT IO YOGYARARTA

[ N A—

I WIDAGDO



o0 LAMPIRAN 1 - KEPUTUSAN WALIKOTAMADY A
KEPALA DAERAH TINOKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR . 47 TAHUN 1999
TANCCA « 27 Dnsombexr 1999

TABEL BIAYA PEMASANGAN DAN BIAY A PEMELIHARAAN

| BIAYA BIAY A
PER TENIS REKLAME | PEMASANGAN PEMELIHARAAN
| NN AL A NnrED A4 A
LoAoiN IvL L lER LVi a“~
|
| 2 ! 3 _ 4 B
) Papan / Billboard Fp. 150.000,00 Rp. 750000
|
2 Megatron t Ro. 5.000.000,00 Ry, 250.000,00
3 Baltho Kp. 17.500,00 Kp. 875,00
4, Cahays l Rp. 175.000,00 Rp.  %.750,00
5 Kain : Rp. 9.000,00 Rp. 450,00
WATLTKOTAMANY A KREPAT A NARR AH
TINGKAT I YOGYAKARTA
R, ”"{)’74\—
R. WIDAGDO
‘ e MY < - 1
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LAMPTRAN T+ KERIUTIISAN WALTKOTAMADY A
KEPALA DAERAH TONGKAT I
YOOGYAKARTA

MNONOR 47 TAHUN 1999

LANUGUAL 27 Dosomber 1999

TANVG THARGA DASAR STRATTAOIS

FAWASAN HARGA DASAR

NS e 2

Lowason Fernyangga Aam |

Rawusan nNhnsns i 75000 -
Fawasan Penvangna Sudava [ 70.000, -

Kewnsan Perdaganean | Kp. 65.000,-

Kawasan Ferdagangan i Rp. 60.0C0, -

1. 55.000,-
o, 50.000,

Fowasan Penyanggn Alam 1

Kinwgsan Peming iy | JRA 45000 -

Kawasan Peraukiman ] . 40.000, - l

WATTKOTAMANY A KTIPAT A DATIR ATT
TINGRAT 1T YOGYAKARTA
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